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Abstract

The deb.rte about human rights ali)tiys interestinglbm the stakeholder it is about
understanding ofuniversal and particular perspectire of humdn rights, experience
lonE dehate. Becduse second understand base on different opinian betueen one \1,ith
anolhef the universdl perspective understdnding thal provided in opinion hus
individual (liberalism), is the pdrticuldr perspective understanding beingprovided in
opinion has communal (socialily). The debate beh,'Een understanding uni|ersdl and
particular perspective to concern of human rights, fnal end at Wna Co4ference
Year 1993 (pxtduce ll/ina Decldration and action program), where enlrdnls (:()nference

world, nol again polarize to understand uni\iersal and parlic lar per.\pective,
unanimously get to underslanding universality of human rights, but iti the
implementation is accu;ttommedwilh condition social culturalJrom nalians dnd sldte.
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I. PENDAHULUAN pembatasan tcrtcntu yang dibcrlaL-ukan pada
negara agar hak warga ncgara yang paling

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hahki tcrlindmgi dari kcscwcnang-wcnangan
persoalan yang hangat dibicarakan dan kelua.aan
Lliperdebarlan hampir sel iap orang. bangsa Menurut Mahfud MD (2001: 127),
dan ncgara pada masa menjelang awal abad llAM ittl diartikan sebagaihak yang mclckat
ke-XX belakangan ini. Pada hal pcrsoalan pada martabat maltusia sebagai makhluk
ttAM ini merupakan persoalan klasikyang ciptaan Tuhan, dan hak tersebut di bawa
sudah pemah lana dibicarakan oleh pam f,lsuf manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga
pada zamannya, dimana mereka sudah hak tcrsebut bersifat fitri (kodrati), bukan
mclcta.ldian pond.r.si da.sar dalam merumuskan merupakan pemberian manusia atau ncgam
konseD-konscrr dasar hak asasi manusia Dengan dcmikian dapat disimpulkan bahwa
tersebut. HAM ada lah  hak  dasa  r  yang  mc lcko t  p . rd . r

Terdapat banyak batasan tcntang HAM, setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi
seperti yang dikcmukakan Hcndarmin danbukanmerupakanpembcrianmarlusiadan
Itanadireksa sebagaimana dikutip Suwandi negara yang wajib dilindungi oleh [egara
(2005: 39) rnenyebutkan bahwa HAM pada (Suwandi, 2005: 39).
hakckatnya adalah seperangkat ketenhian atau
aturan untuk mcljndungi $'arga negara dari menjadi perdebatan pcnting dan amat panjang
kemungkinan pcnindasan, pemasungan dan da pergulatan pemikiral dalatn sejarah
atau pembatasan ruang gerakwarga negara konsep HAM.Hak asasi nerupakan hak
olch negara. Afiinya, ada penbatasan- natural (alam) dan merupakan pembenan
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langsung dari Tuhan. Oleh karenanya bila
scseorang manusia ingin memperoleh
kehidupannya yang bermartabat, harus
memposisikan hak asasi dcngan mclihatnya
dari sudut sifat alamiah manusia sooara hakiki.
Hak asasi manusia bukan sesuafu yang baru,
akamla telah mulai M(embang kctika orang-
orang Yunani dan Romawi Kuno telah
mengalei eksistensi hukum kodrat.

HuLrm kodrat boleh dirujukoleh setiap
warga negara bila timbul konflik dengan
sistem-sist€m hukurn lain yang dirasakan tidak
adil. Dalam perkcmbangannya. pemikiran
humanis demikian diserap oleh zaman
Renaisance, darrbcr|.nnbuh subu ketika era
AuJklarung. Penyerapan ini memberikan
kewenangan yang amat leluasa
berkembangnya teori moralitas yang
bersumbcrkan pada hakekat hak-hak hakiki
dari individu (Muladi, 1996:228).

Perjuangan menyangkut HAM ini dapat
dilihat dari scjarah peduangan bangsa Eropa
pada zaman itu dengan lahirnya "Piagam
Mag a Chdrta" (1215) di Inggris yang
merupakan sebagai cikal bakal (embrio)
munculnya perjuangan HAM ke depan.
Piagam Magna Charta yang pada intinya
menrmuskan tentang pembagian kokuasaan
antara Raja dan Bangsawan pada waltu itu,
namun dengan adanya Piagam ini dapat dilihat
bahwa telah terjadi adanya pembatasan
kekuasaan bag i  Ra ja .  d imana Ra ja
sebelurmya berkuasa mutlak (absolut), namun
keL-uasaannya sudah berbagi dan dibatasr
dengan adanya kompromi dcngan para

warga negara atau hak asasi rnanusra
dilindungi dari adanya ke|rusaar yang sangat
luas bagi Raja.

Hal ini 1'ang selalu "diteriakkan" pam filsuf
rcr.cbut pada waktu iru. agarkckuasuln Raja
dibatasi dan tidak menjalallkan kckuasaan
tanpa batas dan semcna-mena kepada aakyat,
adanya aturan dasar yang jclas antara
penguasa (Raja) dan rakyat (warga negara)
dalam menjalankan sistem pemerintahan,
merupakan cikal bakal terciptanya sistcm
demokrasi dalam menjalankan pcmcrintahan
tersebut pada waktu itu, yang pada masa
sekarang diterapkan hampir seluruh ncgara
yang ada di durLia ini.

Setelah lahimya Magna Charta tcrsebut,
akhimya pada tahun lb8qlahirpuladr Inggns
Piagam "Bill o/ Rr'gils" sebagai piagam
tentang HAM, yang mcrupakan hasil
perjuangan panjang dari rakyat untuk
memantapkan pcrjLranganIIAM. Pc{uangan
initidak saja tedadidi Inggris, tetapijuga di
Amerika dengan lahitl1ya " Virginra
Declarution ofRights" (1776) sebagai tindak
lanjut dari adanya "Detlaration ol
Independence" (1176).

Barupada tahun I 791 Amcrika Serikat
mengadopsr Bill ofRighls yang melnuat daftar
hak-hak individu (Scott Davidson, 1994:2 5).
Setelah itu di Perancis juga telah mc lahirkan
Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara
(Declaration des Droits del'homne et du
Citoyen) ta'hvn 1789 (Scott Davidson,
1994:5).

Perjuangan tentang IIAM irli terus
bangsawaa yang pada zaman itu. berlangsung sampai pada puncaknya sctclah

Hal ini menjadikan pedoman bagaipara usai Perang Dunia ke II, dimana dcngan
filsuf (pemikir) yang notabenc adalahmlfat terjadinyaperang ini, harkatmartabat rnanlrsia
biasauntuk berpikirbagaiman caianyaagara hancur berantakan sebagai akibat dari
kekuasaan (dalam menjalankan pcmerintahan), terjadinya perang. Begitujuga dcngan hasil
tidak hanya oleh Raja dan para bangsawan budaya manusia itu sendiri, schingga
(pemilik modal), dan bagaimana caranya masyarakat internasional tersentak dan
rakyat juga dapat berperan dalam berupaya bagaimana caranya agar hak-hak
menjalankan kekuasaan (pemerintahan) dasarmaousia ini bisa diselamatkan (tcrutama
dengan jalan membuat aturan yang jelas dari ganasnya perang), dihormati (rerpecr),
tentang pembagian kekuasaan di samping dilindungi (prolect), dipenuhi (/irli//) dan
tentunyajugabagaimanahak-hakralTatatau ditcgal&drl (enforcement).
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Al<hirnya setelah berkahimya Perang
Dunia ke-lI masyarakat internasional
membetrtuk organisasi intemasional agar tidak
lagi tedadi peperangan di kcmudran hari.
Lembaga tersebut adalah United Nations
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahuin
1945, sebagai Pengganti dari League of
Ndtions (LigaBangsa-Bangsa). PBB sendiri
dibentuk berdasarkat Piagam (charter).
Setelah dibentuk maka PBB bekerja untuk
mcmulil*an struktur masyarakat intemasional
yang sudah porak-poranda sebagai akibat
perang dengan membcntuk peradilan
kejalatan p€|ang (Nwembcrg Trial danTo|ao
Trial) untuk menghukum pclaku kejahatan
pcrang selama bcrlangsungnya Perang Dunia
ke-lL

Adanya pembentukan peradilan
sonenhra ini yang Mrjual untuk menghukum
pelaku kejahatan perang tersebut,
menghcntakkan berbagai kalangan dan para
ahfi hukum pada waktu itu, terutama berkaitan
dengan pembentukarmya yang penuh nualsa
politis (karena yang membentuk negara-
negara pemenang Pemng Dunia Kc II), juga
berkaitan dengan pengingkaran atau
dikesampingkannya asas-asas hukrxn umum
)"ng sudah diterina scluruh bangs4 yalori asas
legaht^s (the principle of legality), asas trdak
berlaku surut (thc noI-retroactiyity ofthe
/aw) dan alasan atas perintah atasan (the
superior order of sel.f defence) yang
diberlakukan dalam peradilan tersebut.
Masyarakat internasional beranggapan karena
kejahatan kemanusiaan ini begitu sadis tanpa
mcngenal kemanusiaan, maka masyarakat
intemasional bersepakat untuk "melanggar
asas-asas" tersebut, h:tnya ditujukan l*usus
terhadap kejahatanjenis ini saj4 dengan tetap
menghargai asas-asas tersebut untuk
kejahatan-kejahatan yang lain.

Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 10
Desernber I 948 terbentuk suatu kesepakatan
umum dari masyarakat intemasional untuk
menjarnin dan melindungi HAM. Kaepakatan
umum itu adalah Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUfIAM) atau disebut juga

Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) yang mcmuat pasal-pasal yturg
berkaitan dengatr HAM, dan pada tahun I 966
disepakati pula instiumen hul-rm intemasional
menyangkut HAM, yakni: Internasional
Kovenan Hak-hak Sipil dan politik (rle
Ikternatiohal Covenanl on Civit and
Political Rights), lnternasional Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Bud.aya (the
Interftational on Economic, Social and
Culturdl Rights), dan Protokol Tambahan
Kovcnan Hak-hak Sipil dan polirik (rre
Optional Protocol on Ciyil e d Politi(al
Rights).

Jika dil ihat dari perspckrif Hukum
Internasional instrumen-instumcn hukum
intemasional be.kenaan IIAM tcrsebut, maka
untuk LIDHR bersifat 'soli-lan, ", scdarrg
kedua Kovenan baik Kovenan l lak Sipil dan
Polit ik maupun Korcnan Hak Elolomi,
Sosial dan Budaya. 6ersitar "harJ.lou
Sedutg Aditional Protocol l-lak Sipil polirik
berfungsi sama dengan Kovcnannya, karcna
dia bersifat polengkap dari kovcnannya. pedu
dijelaskan berkaitan dengan DUI{AM
tersebut merupakan instrumen hukum yaxg
tidak membutuhkan ratifikasi, sebab sudah
merupakan sebagai "Common Standdrdt of
Achievement" yang berlaku bagi scmua
negara (E. Shobirin Nadj dan Naning
Mardiniah (Ed), 2000: I 2).

Keseluruhan instrumen hukum
intemasional menyangkut HA M di atas biasa
disebut sebagai Bii 1 o/RigiLr mewajibkan
kepada negara-negara anggota PBB unruk
meratifi kasinya. Majclis merekomendasikan
agar semua negara-negara anggota dan scmua
rakyat untuk menggahklan drn mcnjamin
pengakuan yang efektif dan pcnghormatan
terhadap HAM dan kebebasan yang
ditentukan di dalam pemyataannya (l Cede
Arya B. WiBnata, 200 5:229). Adanya B itt of
RE rs dari instrumen hukum intemasional
menyangkut HAM (UDHR, ICCPR dan
ICESCR) tentunya akan diberlakrkan sccara
unilcnal bag selunrlr negara-negara di drrtua.
Hal init entunya akan mcngalami konflik
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berkenaao dengan pcncmpannya bagi negara-
ncgam (terutama negara-negam berkembang).
S€bab keseluruhan instun],en Bill of Rights
tersebut merupakan produk Barat yang
tentunya akan sulit d iterapkan. lcru tarrla bagi
negara-negara b€rkembang yang kebanyakan
berpandangan Timur dengan latar belakang
ideologi, sosial, budaya yang berbeda dengan
Barat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya
pandangan pemberlakukatr HAM
berdasarkan rclativisme btdaya (cultural
re I a t iv i s m), tefitama yang dilakukan negan-
negara berkembang (negara-negara non-
Bam|.

Perdebatan sep arHAM yang universal
dengan partikuladstik terus mencuat seiring
perkembangan HAM itu sendiri dalam
perjalanannya- Mernang jika dilihat dari kedua
sudut pandang yang berMa ini tentmya tidak
akan selesai-selesainya dalam membahas
tentang HAM tersebut. Timbul pertanyaan
bagaimana memberlakukan HAM yang
universal yang dilatarbelakangi kepribadiar/
budaya Barat untuk diterapkan secam memta
kepada negara-negara yang memiliki latar
belakang budaya Ketimuran. Hal ini tidak
mungkin rmtuk menyanrkan kedua pandangan
tersebut secam bersama.

Berdasarkan hal ini setidaknya ada 4
(empat) kelompok pandangan yang
menrandang HAM terscbut antara lain (Muladi
1996:  114-115) :
1. Kelompok yang berpandangan 'lmiversal-

absolut'', yang memandang tlAM sebagai
nilai-nilai universal sebagaimana yang telah
dirumuskan dalam instrumen hukum
internasional mengenai HAM (tre
International of Human Rights).
Kalangan ini tidak menghargai sama sekali
profil sosial-budaya yang melekat pada
masing-masing bangsa. Penganut
pandangan ini adalah ncgara-negara rnaju,
dan bagi negara-negara berkembang
mereka ini seringkali dipandang eksploitatil
karena menerapkan HAM sebagai alat
unhrk menekan dan instrumen penilai (ool
of j udgement);

2. Kelompokyangberpanddgan'lrniversal-
relatif', yang memandang pcrsoalan HAM
sebagai masalah universal, narDun dcmikran
menyangkut tcntang perkecualian
(ercptions) ya\g didasarkan atas asas-
asas hukum internasional tetap dickui
kcbcradaamya. Hal ini dafar dilihar rl.ri
ketentuan Pasal 29 ayat 2 Universal
Declaration of Humal right.

3 .  Ke lompok yang borpandangan
' partik:laristik-absoluf ', yalg memaldang
IIAM sebagai pcrsoalan masing-masing
bangsa, tanpa membcrikan alasan yang
kuat, khususnya dalam melakukan
penolakan terhadap bcrlakunya dokurncn-
dokumer/isntrumcn-instrumen hllklrxr
intemasional menyangkut dengan hal avru
manusia, sehingga banyak kalangan
berpendapat bahwa pandangan ini bersi tat
chauvinis, egois, clefensive dan pasil
tentang IIAM;

4. Kelompok yarg bcrpandangan
"partikularistik-rclatif ', yang mem.mdang
persoalan hak asasi manusia di samping
sebagai masalah universal, juga merupakan
masalahnasional masing-masing bangsa.
Berlah.roya dokurncn-dokuneD/insft llnen-
instrumen intemasional mcnyangkut hak
asasi manusia harus diseiaraskan,
diserasikan dan discimbangkan, scrta
memperoleh dukungal dan tertanaD)
(embededl dalam budaya bangsa. Oleh
kar€nadya pandangan ini dianggap tidak
sekedar defensive, tetapi juga secara aktif
berusaha mcncari perumusan dan
pembenamn karaktcristik HAM yang
dianut.

Tulisan ini dimaksudkan untuk
memaparkan bagaimana perdebatan
pandangan univenal da.n partikralistsik dalam
memandang IIAM sebagaimana yang telah
disebutkan di atas, sehingga dari pemapzran
ini dapat dipahami bagaimana HAM dapat
ditcrapkan oleh negara-negara atau bangsa
yang ada di dunia ini tanpa sedikitpun
menguralgi hakekat dan makna daripada
HAM telsebut.
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II. PEMBAHASAN

Perdebatan  HAM Antara  Paham
Universalistik dan Partikularistik

Sebaga imana tc lah  d isebutkan
sebclumnya, bahwa pcrdebatan HAM
berkaitan dengan paham universalisme dengan
panikularistik merupakar sebagai bagain dari
sejarah panjang perkembangan llAM itu
sendiri. Untuk itu bcrikut akan dipaparkan
tentang pemahaman HAM dari sudut pandang
universal dan juga dari sudut pandang
partikular.

HakAsasi Manusia Berdasarkarl Paham
Univcrsalistik

Pemahaman HAM dari sudut paldang
univera!isme dilatar bclakangi terbentuknya
instrumcn-insfumen hukurn intemasional
bcrkaitan dcngan HAM, pada dasamya
terdapat dua hak dasar pada manusia, yaitu (l
Gede Arya B. Winnata,2005.229).
l. Hak asasi manusia (hunan fighls),yaitu

hak yang melekat pada manusia dan secan
asasiada sejak manusia itu dilahirkan.la
bc*aitan dcngan elsistcnsi hidup manwia.
bersifat tetap dan utama, tidak dapat
dicabut, tidak tergantung dengan ada atau
tidaknya orang lain disekitamya. Dalam
skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas
undang-undang wujud hak ini di antaranya
bcrupa: kebebasan batin, kebebasan
beragama, kebebasan hidup pribadi, atas
nama baik melakukan pernikahan,
kebebasan untuk berkumpul dan
mcngeluarkan pendapat, emansipasl
warita;

2. Hak undang-undang (legal rights),yai :
hak yang diberikan undang-uda[g secara
klrusus kepada pribadi manusia. Maka,
sifat pengaturannya harus jelas tertuang
dalam sejumlah peraturan perundang-
undangan. Barang siapa yang tidak
memenuhi ketenhan mdang-undang mala
tcpadanya dapat dikenakan sanksi yang
d i lcn lukan o lch  pcmbentuk  undang-
undang.

Sebagai i nstmrnen penxrdang-undangan
hak asasi manusia (human right) supaya
d ipos i t i f kan  ka idah-ka idahnya dan
disosialisasikan kepada masyarakat agar
masyarakat mengetahui dan bcmpaya untuk
mengembangkan sarana-sarana pendukuDg
agar apa yang terkandung dalarn I I A M dapat
ditaati.

Hal dcmikian dapat mcnlbawa dampak
pada perundang-undangan IIAM dapat
berlaL-u sccara efektif, untuk itu dipcrlukan
adanya upaya-upaya "pencanangan
perundang-undangan HAM dengan baik,
pelaksana dalammenunaikan tugasnya dapat
searah dan scnafas sesuai dcngan bunyi scna
penafsiran yang telah discpakati, penegak
llAM harus menuntut pam pclanggamya (GG
Howards dan Runmers, 1 999 : 46-47 ).

Adapun inslrunen-iistrumcn hukunl
inemasional meuyir.ngkut IIAM adalah scbrgci
berikut:
l. The Uniyetsal Declarelion oJ Ilunatl

Rlg&h, 1948 (Deklarasi Universal Hak
AsasiManusia)

2. The Internationol Covenont on Ci,il and
Po l i t i cd !  R igh ts ,  1966 (  Kovcnan
Intemasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik);

3. The Inlernational on Eutnomic, Social
and Cultural Rigrh, 1966 (Kovcnan
Inlemasional lcnlang Hak-hak Ekononrr.
Sosialdan Budaya);

4. The Oplional Plotocol on Civil and
Po l i t i ca l  R igh ts ,  1967 (Proroko l
Tambalmn Kovenan Intemasional teDtang
Hal-hak Sipil dan Politik)

5. The Inler,tdtional Convention on the
Prevention and Puni.\hDtent of the
Cr in ,  Gcnoc ide .  I  q4b (Kon\cn5 i
Tntcrnrsioncl lentang PcncegJhan dlri
Pcmbcrian Hukuman Kejahatan
Cenosida);

6. The International Convention on the
Elithinalion of All Forns of Racial
D! \c t  i tn iaa t ion .  Iq69 (Konvens i
Intcmasional PenghapusaD SemuaBentuk
Diskiminasi Rasial);
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7. The International Convention on lhe
El iminalioh of All Forms Discriminalion
Aga ins t  Women,  l98 l  (Konvcnsr
Intemasional Penghapusan SemuaBcntrk
Dislaiminasi Terhadap Pcrempuan);

8. The I ternational Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatmenl or Punishhenl,
1984 (Konvcnsi Internasional Anti
Penyiksaan dan Perlakuan atau
Pcnghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi dan Bermartabat)

9. The I ternalional Convention on the
Rights on th( Cli ld 1989 (Konrcnsi
Intemasional tentang HakAJBk);

10. The International Convention Relating
to the Status of Refuges, l95l
(Konveusi Internasional yang
Berhubungan dengan Status Pengungsi);

11. The I tematio al Prolocol Relating to
the Status of Refuges, 1967 (Protokol
Int€masional yang Berhubungan dengan
Status Pengrngsi.

Hak Asasi Manusia Berdasarkan Paham
Partikularistik

Pandangarl paham partikularistlk
menyangkut HAM dilatar bclakargi bahwa
bangsa-bangsa yang ada di dunia ini memiliki
latar belakang idiologi, sosial dan budaya yang
berbeda, sehingga untuk memberlakukan
paham univcrsal HAM kepada seluruh
bangsa-bangsa yang ada di dunia mcrupakan
sesuatu yang mustahil. Apalagi pandangan
HAM yang univenal tersebut tidak lain adalah
pandangan dan pemikiran dari budaya Barat
yang tentunya tidak sarna dengan cam pandang
budaya Ketimuran, yarg n o t a ben e bany ak
dianut oleh negara-ncgara yang sedang
berkcmbang.

Prinsip mcndasar dari pemahaman rnr
bahwa sistem masyaralat Ketimuran. yakni
adanya sistem "kebers amaan" (cofimuhal)
yang sudah iama ada yang menjadi warisan
dari nenek moyang mcreka, jauh sejak
bangsa-bangsa kulit putih (Barat) menemukan
mercka (temtama yang dilalmkar omng-onng

Barat dalam mclakukan penclitian / antropolog
terhadap rncrcka)- Hal in tentunya
berteritangan dengan cara pandang Barat yang
mcnganut sistem masyarakat yang
individualistis.

Dalam masyarakat - masyarakat
tradisional (masyarakat Ketimuran), bahwa
prinsip keadilan sosial yang dibentuk bukan
berdasarkan HAM yang sctara, melainkan
status sosial yang tidak setara dan gabungan
"privilese" dengan tanggungjawab @hoda E.
Howard, 2000: I 05). Golongan absolutisme
budaya menyebutkan bahwa kcbcradaan
masyamkat-masyarakat tradisional adalah
untuk mencntang univcrsalitas HAM yang
sudah menjadi asumsi (Rhoda E. Howard,
2000:105).

Penolakan terhadap individualistis
anggota-anggota masyarakat-masyarakat
(tradisional) ini menyatukan mereka ke dalam
sebuah totalitas tak bcrbcntuk, yang
budayanya menghadapi risiko kehancuran
(misalnyadenganmemperkc[alkan llorma-
noma baru HAN4), tetapi tidak demikian
dcngan maNsianya. Ketika orang omng yang
merupakan bagian dari budaya-budaya yang
diromantisir ini dianggap bukan scbagar
individu yang riil, yang mcmiliki kebutuhan,
kcinginan" dan nafsu mclainLan lebri scbagai
bcnda pameran anfropologi yang hidup, maka
HAM bisa terlewatkan begitu saja.

Secard dcfinit if, orang primitif
(tradisional) adalah alamiah dan tidak
mungkin memiliki keinginan yang
tcrkonsfuksi secara sosialdalam hal HAM
sr'peni yang dimiliki orang Barat scbagai
mallrlu-k sosial yang beradab dan tcralicnari.
Orang primitif (radisional) tidak bisa bcrpikir
abstrak, keluar dari lingkingannya untuk
meninjuan hakikat kchidupan sosial atau etika
kelompoknya. Jadi memasukkan pandangal
idcal HAM, bahkan ke dalam wacana lisan
dengan orang primitif (tradisional), adalah
tindakan impcrialis, menimbulkan proses
perubahan sosial yang akan memorak-
pomndakan tatanan sosial pribumi (Rhoda E.
Howard, 2000:109).
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Ballwaorang Barat se[diri dulu adalah memperlihatkan banyak pclanggaran bera
orangprimitif(tradisional)y.mgmasyaralohya HAM pada awal modernrsasr (Rhoda E-
mengalami perubahan sosialselana berabad- Howard,2000; I l0).
abad bukan merupakan konsckucnsi dari hal Pcrlu juga dipaparkan. bahwa dalam
ini. Masyarakdt-masyarakat prirnitif paldangangolonganabsolutis,nic]cstarikan
(tradisonal) yangmasihadadia[ggap sebagai kesatuan kolektif komunitas dalam
ncnck moyang psikologis rnanusia modem. masyarakat-masyamtat Donia Ketiga akan
Orang Barat memerlukan orang primitif lcbih melcstarikan HAM dibandingkall
(tradisional), bahleln ketika organisasi sosial dengan nemperkenalkan prinsip-pl'lnsrp
mcreka mengekploitasi, atau kejam terludap bal va inclividrL bisa mcDuntut masvanrkat dan
ba[yak anggotanya supaya mereka bisa togara.
menikmatj kcmurnian masa lalu yang peluh
dengan mitos.

Konunilas kolektif ini, yang nerupakan
pru r luk  Ieb i l r  da r i  dLa  r r rus  tahu r t  reak \ i

Kesatuan organis pdrni l i f( tradisional), romantis terhadap kr.ccr-rderurrgal
kesatuannya dengan alam, tckanan terhadap individualisasi dan pembebasan nasyarakat
pi l iha! individu mendoroigkeinginanBarat kapital is modern, sama sckali  t idak
akan dunia khayalan yang lebih be$aha.ja. problen]atis. Dalam penggallrbaran
Orang-oraDgprimit i f(tradisional)adalah tomantisnya, kctimpangan intemasional,
komunita.ian yang terbaik, yang l idak hubungan kckuasaan, dan kekejaman
dicemari oleh pemikiran pemikiran menghilang dalarn kctidakjclasan kolektivitas
individualisme atau kompctisi.  Dalam mitologis- Car a hidup primit i l  ( tradisional)
masyarakat meleka, tidak scorang pun mcngisyaratkan .jiwa cemas or'ang Barat,
mempertanyakan ahu'an; seliap orang. bahkan neruingatkal mereka pada asal usul kolckif
yang paling rcndah, hidup hannonis dengan asli yang merupakan asal muasal mcreka.
yang lail dan dergall pcngltasa- Jadi, orang lndividu-individu yang hidup dalam
primitif(hadisional) tidak hanya mcnatik bagi masyarakaFmasyamtat primitif(hadisonal),
kaum golongan rornantis kfui, tetapijuga bagi prakapitalis komu tdiatl, scpefiiordrB,orang
golongan tradisionalis kanan (Riroda E. y:mgdimintalcvi Strausunhktinggaldihuta4
Howard, 2000:109-I 10). tidak dipcrbolchkan bcrubair atau beryikir

Pala pengkitik HAM univcrsal dari tcntang apa yang merek ilginkan dalam
golongan absoiutis budaya mencad duniayang kehidupan.lentLr saja mereka tidak
tidak ada lagi, kalaupLurpelrah ada, itu ada]ah diperbolehkat nenolak impi:m uiopia dengan
sua[r duniakomunilas, dunia individu-ildividu mengadopsiaftefik,aftefak atau ide ide Barat
yang bersatu dalam kelompok, diur dunia yang (llioda E. Llou'ard. 2000: I I G i l2).

Pembeiaan golongan absolutis tcrhadap (tradisional) di dunia ketiga kini tidak
budaya-budaya pribumi yang menentang diperbolehkan teftarik, mcngadopsi al]u
HAM yang diuniveNalkan sampai tingkal mendukrurgpzurda.ng:m p:mda.ngan individu;rlis
tertentumerupakar kollsckucnsikckhawatimn tcntang otonorni pribadi atau I IAM. Mcreka
mereka bahwa IIAM akao mendorong yangberbuat demikian segera disil.lgkirkan
munculnyadunia sosial yang terindividualisasi, karena dianggap bembah "medadi Baraf',
atomistis, dan kompctitif.

be rp rd i r  dan  ucny r rL  JcngJn  a l am Suku suku rnasyarakat  p r in r i t i f

yaitu tidak asli, mcrusak pcran psikologis yang
Golonganabsolutismcngidcalisasikan merl.kaialankanuitukoratrg Barat. Pcotil]g

komruritas DLr,ria Kctigayang monbcd tcladan bagi kita unnrk mcnyadari bahwa gagasan
bagi budaya Baral tentang negeri primitil Barat tentaltg llAM, se.jaub yang dinyatakan
(tradisional) yang aman dan tenteram dan olehelifelitpolitikdmialctig4menceminkim
tclahhilang dzrinya, sekalipun DrLniaKedga "wzsle.rzirari"elitini.
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Meskipun orang Barat mengha.gai
kebebasan intelektual dalam tradisi mereka,
mereka menolak hal itu bagi kaum intelekhEl
dari tradisi lain; kaum intel€ktual dari tradisi
lain dianggap sebagai teladan konservatil
bukan pcnentang radikal nilai-nilai budaya
mereka sendiri (Rhoda E. Howard,
2000:112) .

Analisis Terhadap Kontroyersi HAM
yang UniYersal dengan HAM yang
Partikularistik

Perdebatan tentang HAM baik yang
bersifat universal, maupun partikular
(cultural relat ivism) s\tdah berlangsung lama,
dan tentuuya kalau kedua pandangan
tersebut disatukan tentu tidak mungkm,
sebab masing-masing berdiri pada posisinya.
Kedua pandangan tentang HAM tersebut
tentu tidak akan ada akhimya, karena
masing-masingpandangan tersebutberakar
dari sudut pandang yang berbeda terutama
dalam hal idiologi, sosialbudaya dari sistem
masyarakat yang berbeda.

Jika dilihat pandangan universalitas
menyangkut dengan IIAM memang didasan
dari pandangan yang bersifat individual,
terutama adanya tuntutan kebebasan
individu (warga negan) yang muncul dan
sistemmasyarakat yang libeEl. Hal ini dapat
dibuktikan dari perj alanan panj ang sej arah
HAM di Barat, baik yang teiadi di Inggeris,
Amerika dan Perancis, yang pada waktu itu
men unrut adanya pcmbatasan kekuasaan bagi
penguasa (Raja).

Tmtutan kebebasan dalam kemngka hak
asasi manusia dan perlunya pembatasatr
kekuasaan bagi penguasa pada waktu itu,
dengan perjalanan yang panjang membuat
masyarakat Barat (nasyarakat intemasional)
memdk konscpsi hak asasi manusia teNebut
ke dalam aturan-aturan yang lebih
terkodefikasi dan tertulis. Seperti lahimya
Piagam Magna Charta, Deklarasi Virginia,
Deklarasi Independen, Bill of Rights dan
Declaraliot, des Droits del'homme et du
Citoyen.

Piagam-piagam tentang HAM ini
dijadikan dasar tentang adanya tuDtutan
tentang kebebasan dari warga negara dan
adanya pembatasan bagi penguasa terutama
dalam menjalan sistem pemerintahan. Baru
pada abad ks- 19, setelah berakaimya Pcrang
Dunia Ke-II, masyarakat ifltemasional
terhentak untuk kembali secam bersama-sama
untuk merumuskan kembali konscpsi-
konsepsi dasar HAM ini dalam benhlk aturan
yang bemifat hukum intemasional yang akan
diberlakukan ke seluruh bangsa dan ncgara
yang ada di dunia ini.

Keinginan ini dilakukan karena scbagai
akibat dari adanya Perang Dunia ke-II
tersebut, dimana banyaknya korban umat
manusia se(a hancumya pcmdaban mcrcka,
sehingga perlu dibangun secara bersama
peradaban umat manusia teNebut dengan lctap
mcnghormali harkat martabat rnanusia
(dignitf).

Akhimya pada tahun I 948 dirumuskan
konsepsi HAM tersebut dalam sebuah
deHarasi, scbagaimana yang dikenal dcngan
"Universal Declaration of Human Rights
(UDHR)", yang kemudian diikuti dengan
atumn - atuan hukum intcrnasional yallg
lain, yaitut "the Intefiational Coyenant on
Civiland Political Righb (ICCPR)" dan rre
International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights oCESCR)",
1966, setta"Aditioral Protocol of ICCPR
(Protokol Tambahan ICCPR)", I 967.

Keseluruhan instrumen hukurrr
intemasional ini sudah menjadi bagian
hukum positif internasional yang akan
diberlakukan secara universal dan mengikat
bagi bangsa-bangsa dan oegara-negara
anggota PBB, berkenaan dengan paham
partikularistik (cultul,al relativit im)
menyangkut HAM tentunya ridak akan
mc'norima paharn univenal HAM produk Bamt
tersebut. Hal ini disebabkan, bahwa HAM
Barat tersebut tidak sesuai dengan paham
Ketimurad, terutama bagi negara-negara
berkembadg. HAM )"ng ada dan lahir di Barat
tidak sama dengan IIAM yang ada di Timur.
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scbab masyarakat  T imur  yang se la lu
mengedepankan kcpentingan kebcrsamaan
(sense communal), tcntunya berbeda dcngan
Barat yang mcngcdcpankan kepentingan
individu. Dalam pandarlgan Ketimuran bahwa
prinsip keadilan sosial bukan berdasarkan
HAM yang sctara, mclainkan status sosial yang
tidak setara dan gabunlganprivilese dengan
tallggung jawab. Schingga masyarakat
Kctimuran ini menen{ang univcrsalitas }lAM
sebagaimana yang dim iliki Barat.

Adanya pcrtcntangan ke dua pahan
dalam mernandang tlAM ini, baik yang
univcrsal dan partikularistik menycbabkan
sulitnya menerapkannya, apalagi untuk
menghormati dan memajukannya ke scluruh
masyaraLal bangsa-bangsa yang ada di dunra
ini. tsagaimanapunjuSa pcrdebatan ini tidak
akan pemah selesai. karcna masing-masing
mcnr iliki aryument:rsi yang hlat tcrfiadap FIAM
tcrscbut. Akibatnya bagairnana camnya untuk
dapat mcngajak scluruh masyarakat bangsa-
b:mgsa yang ada di dunia untukbenar-benaf
menghornati dan rncrnajuknn HAM tanpa ada
pcrtentangan HAM yang mana yang mau
dimajukan dan dihonnati.

Perdcbatan scputar ll{M yang rmiversal
dan partikularistik yarlg berlangsung cukup
panjang, akhirnya dapat diatasi dcngan
tcrcapainya kompronri di antara negam-ncgam
Barat dan ncgara-ncgara Timur yang
kebanyakan dari ncgara-negaraberkembang.
Kesepakatan itu tcrcapai dengan diadakannya
suat  konprens i  dun ia  HAM yang
mcnghasilkan Deklarasi Wina dan Program
Aksi pada tahun 1993.

Deklarasi Wina dan ProgramAksi 1993
merupakan kescplkatan yang diambil secara
bersama-sama olch nrasyamkat intemasional,
birik negara-negara maju (Barat) dcngan
negara-negara bcrkcmbang (Timur) untuk
menghormat i  HAM dan kebe-basan-
kebebasan asasi, scrta unnrk mclaksanakan
sccam indiviclua I diur kolektili Dengan adanya
Konvensi Wina dau Program Aksi I 993 tidak
lagirrcngkotomi FIAM dari sudut pandang
uriversalitas din panikulaf itas.

Berkenaan dcngan inti Konvensi Wina
dan Program Aksi 1993 menyangkut dengan
paham universalitas dan partiL:ularitas, dapat
dilihat dari adanya tcori spcktrum, yaitu:
bahwa HAM itu ibarat sinaran matahari yang
cahayanya dipantulkan pada prisma kaca
(univcrsal), dimana cahayanyaakan bias kc
mana-mana (partikular).

Jadi pandangan yang universal dan
pandzagan yang partikular dapat dihubungkan
secara harmoni dari sistcm budaya yang
berbeda. Dcngan kata lain bahwa HdM dapat
d i laksanakan dcngan ba ik  tanpa
mcmpertentangkan dari kc dua pahanr
terscbut. Kalau konsepsi I-IAM yang univcnal
diterima secara kcseluruhan masyarakat
bangsa-bangsa di dunia ini, namun dalam
pclaksanaannyatcnfunyatidakselalusama.
karena discsuaikan dcngan kondisi sosial-
budaya dari masyarakat ncgara-ncgara
tersebut yang tcntunya berbeda satu dengan
y:mg lairuya, yang pcnting adalah masyarakat
reluruhbang.u dart negara ) angada didunir
ini sccara bersama-sama agar benar-benar
menghormati, mcma.jukan, melindungi dal
menegakkan I Iak Asasi Manusia.

III PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat

disirnpulkan scbagai berikut:
L Konsepsi IIAM sudah ada sejak dari

zaman para filsuf, yang ditujukan tcntang
perlunya pembatasan kekuasanpenguasa
fRaja) 5cfl i ncrhr adanya kcbcba.an bagi
individu yang harus dibcrikan penguasa
kepada rakyat dan ditetapkan dalam suat!
kctertuar (hukunl) tertulis. Konscpsi rnl
mcrupulan .: iLel hakal dari Jaiar'Jasar
demokrasi.

2. Perdebatan I IAM antara paham univcrsal
danpartikLLlaristik sudarhlamaberlangsung,
terutama dalam rangka melaksankan
penghormatan. pernajuan dan penegakan
lL\M yang noto bene diprakarsa i negam-
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negara maju (Barat). Memang diakur
masing-masing paham, baik universal
maupun partikuralistikmemiliki argumenhsl
yang kuat dalam memandang HAM,
paham universal yang bersumbcr darr
budaya Barat yang lebih mcnonjolkan
kepentingan individu, maka paham
partikular yang bersumber dari budaya
Timur yang mementingkan kepentingan
sos ia  I  ber .ama.  Akh imya kompromi
tercapai di antara masyarakat bangsa-
bangsa yang saling bcrtolak belakangan rn
setelah lahirnya Konvensi Wina dan
ProgramAksi 1993.

3. Bahwa konscp HAM yang universal dan
partilular dapat kompromi dengan tetap
konsekuen untuk menjalankan
penghormatan, pemajuaqperlindungan dar
pcncgakan HAM, walaupun dalam
pelaksanaannya tentulya disesuaikan
dcngarr nilai nilai butla) a m.rsyarakdl dari
bengsa-bangsa dari neg:ua-negara di dunia
yang tidak selalu sama.

Saran
HakAsasi Manusia dapat dilaksanakan

dongan baik tanpa mempefientangkal paham
universal dan partikular, konsepsi IIAM yang
universal diterima secara keseluruhan
masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini, namun
dalarn pclaksanaannya tenfunya tidak seialu
sama, karcna disesuaikan dengan kondisi
sosial-budaya dari masyarakat ncgara-negara
tersebut yang tentunya berbeda. Intinya adalah
masyarakat seluruh bangsa dan [egam secara
bersama sama agar benar-benat
menghomati, memajukan, melindungi dirn
menegakkan HakAsasi Maausia.
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